BAB VY

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal vang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat dikemukakan kesimpulan sebagai beriknt:

1.

Pada Xantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dalam
Penanganan wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
pada tahun 2007 s.d 30 Juni 2008 uniuk wejib pajak Badan sebanyak 2506
SPT yang diteritma oleh KPP, sedangkan untuk wajib pajak efektifnya
11960 wajib pajek maka KPP segera mengeluarkan Surat Tagihan Pajuk
(STP) sebesar 9454 STP untuk wajib pajek yang tidak menyampaikan SPT
dan untuk wajib pajak Orang pribadi $PT yang masuk ke KPP scbesar
10250 SPT sedangkan untuk v\{ajib pmja& efekiifhya sebesar 35219 wajib
pajak dan KPP akan segera mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP)
sebesar 24969 STP ke wajib pajak Orang pribadi.

Dalam pengenaan sanksi administrasi berupa denda di KPP sudah sesuai
dengan pasal 7 UU KUP No. 28 tahun 2007, seperti dapat kita lihai pada
lampiran mengenai cara penghitungan STP yaiiu untuk dalam penghitungan
STP untuk wajib pajak Badan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp
1.000.000 dan untuk wajib pajak orang pribad: sebesar Rp 100.000. untuk

SPT PPh.
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3. Dan untuk tingkat kepatuhan wajib pajek sebelum dan sesudah adanya
sanksi administrasi dapat memberikan kejeraan atau adanya tngkat
kepatuhan wajib pajak, dimana perulis mengambil data uniuk tingkat
kepatuhan wajib pajak ini tahun 2007 sampai dengan 30 Juni 2008 yang
terjadi adalah bahwa masih ada wajib pajak bzik Badan maupun Orang
pribadi yang belum menyampatkan Surat Pemkberitahvar atau kurangnya
kelengkapan yang dibutubkan vaitu untuk wajib pajak Badan sebelum
adanya STP wajib pajak badan 2506 SPT yang masuk dari jumlah wajzh
pajak yang efektif 11960 wajib pajak, tetapi setelah adanya STP yang
dikirim maka wajib pajak yang meryampaikan meningkat menjadi 9400
SPT jelas sangat meningkat, sedangkan untuk wajib pajak Orang Pribadi
sebelum adanya STP sebesar 10250 5FT %mag masuk ke KPP dari jumlah
wajib pajak efektif 35219 wajib pajak #émpi setelah adanya STP yang
dikirim wajib pajak orang pribadi juga I'neﬁizxgkat menjadi 24850 SPT yang
masuk dari sebelumnya atau STP yang diterbitkan sebesar 24969 SPT jelas
mengalami peningkatan.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran-saran

sebagai berikut: |

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta P@ixiogad;mg diharapkan agar dapat
menghimpun wajib pajak dengm tertib lagi agar wajib pajak yang terdafiar

dan wajib pajak yang efektif tidak terlampau jauk atau tajam dan dapat kita



[\

awasi awau tinjau secara berkala  didalam  pemenuhan  kewajiban
perpajakannya.

Adanya penambghan pelayanan yang benar-benar rembuat wajib pajak
merasa nyaman sehingga dapat dengar. raudab wajib  pajak  dalam
penyampalan semua  ulang-tlang pajaknya. stal den pegawai  yang
berwenang agar meningkatkan kebijakan-kebijakan yang sistematis dalam
penanganan wajib pajak vang t:dak patuh.

Adanya penyuluhan dan scsielisasi dari KPP untuk wajib pajak sepular
cara-cara pengisian SPT, atau yang lainnya agar wajib pajak dapat
memahami pengisian SPT secara benar, lengkap dan Jelas,

Dalam menghimpun atau mencatat naiaa, aizm';e'at waj b pajak harus benar-
benar sesuai yang ditempati sekarang dan adanva kenfirmasi untuk wajib
pajak yang ingin pindah alamat untl melzpor ke KPP, agar KPP tidak

kehilangan wajib pajak terscbut dan dapat mencatat alnmat terbarunya.

[#3]
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK iNDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANC

PERUBAHAN KEEMPATIATA;% UNDANCG-IINDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANS FAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang

Mengingat

1.

sermnakin meningkat, mewujudkan sistein perpajakan yang
netral, sederhama, stabil, lebih memberilan keadilan, dan
lebih  dapat menciptakan  kepastian hukum  seria
transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Momor 7 Tahup: 1983 tentang Pajak Penghasiian
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan; : :

bahwa berdasarkair pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalaom huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Keempat atas Undeng-Undang Nomor 7 Tahun
1933 tentang Pajak Penghasilan;

Pasal 5 ayat {1}, Pasal ©0, dan Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Negara Republilk Indonesia Taluan 1945;

Undang-Undang Nomor & Tehun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata  Cara Perpajalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara K Repulblik Indomesia Nomor 32632)
sebagaimana telah beberapa. lali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Kerentuan Umum dan Taia: Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indomesiz’ Tabun 2007 Nomor 385,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilen (Lembaran Negam Republik Indonesia Tabun
1983 Nomor 50, Tambabean Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) schagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2000 tentang Perubahan Ketige atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan {Lembaran Negara
Republik Indonesia’ Tahun 2000 Momor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republzk [mionesza Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Hersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK IEDQNES‘E‘\

MEMUTUSKAJ‘%: E

Menetapkan: UNDANG-UNDANG 'I‘EIVTAN% PRRUBA&AN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN.

Fasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan: {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomer 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3263) wmgg teimh beberapa kali diubah

dengan Undang-Undang:

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lemimran Nggara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3459},

b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lemhbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomeor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3567}

c. Nomor 17 Tahun 2000 {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomer 127, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3985);

dinbah ...
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diubah sebagai berikut:

1.

Keteninan Pasal 1 substansi tetsp dan Penjelasannya diubah
sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana
tercantum dalam Penjelasan  Pasal demi Pasal Anglka 1
Undang-Undang ini.

Ketentuan Pagal 2 ayat {1) sampai dengan ayat (5) diubah dan
di antara ayat (1) dan ayat {2} disisipkan 1 {satu) ayat, yakni
ayat (1a) sechingga Pasal 2 berbinyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1} Yang menjadi subjek paiak adalah:

a. 1. orang pribadi; '

2. warisan yémg belum: terbagi sebagai satu kesatuan
mengganiikan yvang berhalk;

b. badan; dan

¢. bentuk usaba tetap.

(la) Bentuk wusaha tetap merupakan subjek pajak yang
perlakuan perpajakannyz dipersamakan dengan subjek
pajak badan.

(2} Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam
negeri dan subjek pajak tuar negeri.

{3} Subjek pajak dalam negeri adalah:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi vang berads di Indonesia lebih dari -
183 {seratus delapen pulul tiga) hari dalam jangka
waktn 12 [dua belas) bulen, atau crang pribadi
yang dalam suatu tahuin pajak berada di Indonesia -
dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia; :

b. Dadan vang didiriksn atan bertempat kedudukan di
Indonesia,  kecuali ‘unit  tertentu dari badan
pemerintah yang mermenutd kriteria:

1. pembentukannya  berdasarkan ketentuan
peraturan perundemg-undangan;

2. pembiayvaannya bersuriber daxi  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...
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3. penerimaannya dinasukkan dalam anggaran
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

4. pembukuannye  diperiksa oleh aparat
pengawasan fungsional negara; dan

¢. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak,

Subjek pajak luar neger: adalah:

a. orang pribadi veng: tidek bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi vang berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka wakin 12 (dua belas) bulan, dan
badan yang tidak didivikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
ietap di Indonesia; dan

b. orang pribadi vang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadl yang berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 {(dua belas] bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukanr di indonesia, yang dapat menerima
atau mempercleh penghasilan dari Indonesia tidak
dari menjalanken ushha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk ussha tetap adalah bentik wusaha yang

dipergunakan oleh creng pribadi yang tidak bertempat

tinggal di Indomesiz, oreng pribadi yang berada di

Indonesia tidak lebiit darg 183 {seratus delapan puluh

tiga) hari dalam jangks walktu 12 {dua belas) bulan, dan

badan yang tidak duliriken dan tidak bertemnpat
kedudukan di Indonesia uniuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia, yang depat berupa:
tempat kedudukan manajemen;

cabang perusahaan; '

lrantor perwaldilan;

gedung kantor;

pabrik;

hengkel;

gudang;

ruang untuk pmmaaﬁi‘iaﬂ penjualan;

pertambangan dan penggalian sumber alam;

wilayah kerja pertarnbangan minyak dan gas bumi;

rEE Mo pD pp

k. perikanan, ...
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perikenan, peternakan, pertanian, perkebunan,
atau kehutanan;

proyek konstruksi, irstalasi. atan proyek perakitan;
pemberian jasa dalam bentuk apa pur oleh pegawal
atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60
{enam pulah} han dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan;

orang atau badan yvang bertindak selaku agen yang
kedudukannva tidak bebas;

agen atau pegawai deri perusahan asuransi yang
tidak didirikan den tidak bertempat xedudukan di
Indeonesia yang wenerima premi asuransi atau
raenanggung risiko di Indonesia; dan

komputer, agen elekfronik, atau peralatan otomatis
yang dimiliki, disewa, atau digunakan cleb
penvelenggara trensakst elektronik untulk
menjalankan kegiatan usaha melahi internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan
badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut
keadaan yang sebensrmnye.

3. Ketentuan Pasal 3 dinbah dan ditainhah 1 (sata) ayat, yakni
ayat (2) sehingga Pasdl 3 berbunyi sebagai berikut:

Paszd 3

(1) Yang tidak fermasul: . subjelt pajak sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 2 adedah:

a.
b.

kantor perwakilan negara asing;

pejabat-pefabat perwakilan diplomatik dan konsulat
atau pejabat-pejabat lain dard negara asing dan
orang-orang yang diperbantukan kepada mercka
yang bekerja pada dan berempat tinggal bersama-
sama mereka dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan di indonesia tidak menerima atau
meimperoleh  penghasilan di luar jsbatan atau
peker;aannya tersebut serta negara bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik;
organisasi-organisasi interizasional dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

2. tidak ...
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2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain
untuk mempercleh penghasilan dari Indonesia
selain memberikari pinjaman kepada pemerintah
yvang dananya berasel dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud pada buraf ¢, dengan
syarat bukan werga negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha, keglatan, atau pekerjaan lain
untuk memperoleh penghas:lan dari Indonesia.

(2) Organisasi internasiopal vang ddak termasuk subjek

pajak sebagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf c

ditetapkan dengan Keputusan Manteri Keunangan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1} huraf d, huruf e, huruf h, huruf 1,
dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf,
yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat
(3) huruf a, huruf d, huraf 7, hurof i, den huraf k diubah,
huruf j dihapus, dan ditambal 3 {tiga) huraf, yakni huruf 1,
buruf m, dan huruf n sebingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut: ;

Pasal 4

(1) Yang menjadi obiek pajak adelah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan -ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar’ Indonesis, yang dapat
dipakai untule konswmsi atau untuk menambah
kekavaan Wajily Pajalk varg bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apa pun. termasul:

a, penggantian aitau imbalan berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa yang. diterima atau diperoleh
termasuk gaji, uvpah, fUnjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atag
imbalan dalam hentuk lamoya, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-undang ni;

b. hadiah dari undizn atay pekerjaan atau kegiatan,
dan penghargaan:

¢. laba usaha; :

d. keunfungan karend perjualan atau karena
pengaiihan harta termasuic
1. keuntunhgan karena pengalihan harta kepada

perserozn, persekuninan, dan badan lainnya
sebagai pengganti saham atau penyeriaan
modal; | :

2. kreunfungan ...
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2. keuntungan karena pengalihan harta kepada
pemegahg saham, sekutu, atau anggota yang
diperoleh persercan, persekutuan, dan badan

lainnya;
3. keuntungan kerena likuidasi, penggabungan,
peieburan, pemekaran, pemecahan,

pengambilalihann  usaha, atau reorganisasi
dengan nama dar dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa
hibah, bantuan, atan sumbangan, kecuali yang
diberikan kepsca keluarga sedarah dalam garis
keturunan luras samz  derajai dan  badan
keagamaan, bedan pendidiken, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi
yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya distar lebih lanjut dengan
Peraturan Menter Keuangan, sepanjang tidalk
ada hubungan . dengen usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-
pihak vang bersanghkutan; dan

5, keuntungan karena penjualan atau pengahhan
sebagian atan seluoruh  hak penambangan,
tanda turut seria dalam  pembiayaan, atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan;

penerimaan kemhbali pembayaran pajek yang telah

dibebankan sebagai biava dan pembayaran
tambahan pengembalian pajak;

buinga termasul premium, diskonto, dan imbalan

karena jaminan pergembaian utang;

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,

termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, dan’ pembagian sisa hasil usaha
koperasi; '

royalti atau imbalsr atas penggunaan hak;

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta:

penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

keuntungan karena pembebasan utang, kecuali

sampai dengan juraish tertentu yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah;

keuntungan selisih kurs mata uang asing;

selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

premi asuransi;

o. iuran ...
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iuran yang diterirna atau diperoleh perkumpulan
dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang
menjajankan usaha atau pekerjaan bebas;
tambahan kekayasn nete yang berasal dan
penghasilan yang belum dikenakan pajak;
penghasilan dari usaha berkasis syariah;

imbalan bungs sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai
ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
surpius Bank Indonesia,

ghasilan di baweh in: dapat dikenai pajak bersifat

final:

a.

e.

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
Ininnya, bunga obligasi dan surat utang negara,
dan bunga simpanan  yang dibayarkan oleh
koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
penghasilan berups hadiah indian;

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas
lainnya, transaksi derivatif vang diperdagangkan di
bursa, dan transaksi penjualan saham atau
pengalihan . penyeriaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
veniura;

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa
tanah dan/aiau bangunan, usaha jasa konstrulsi,
usaha recl estars, dan persewaan tanah dan/atau
hangunan; dan

penghasilan terteniu ladnnys,

vang diatur dengen atau  berdasarkan  Peraturan
Pemerintah.

Yang dikecualikan dexi objek pajak adalah:

é.

1. bantuan atan sumbangean, termaszuk zakai yang
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga
amil zakat vang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan vang .diterima oleh penerima
zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan
vang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesis, vang diterbna oleh lembaga
keagameaan yvang dibenuk atan disahkan oleh
pemerintah dan yang iterima oleh penerima
sumbangan vang berhak, yang ketentuannya
diatur ‘dengan ateu Herdasarken Peraturan
Pemerintah; dan

2. harta ...
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harta hibaban vang diterima oleh keluarga
sedarah dalam garis keturupan urus satu
derajat, badun kesgamaan, baden pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
orang pribadi vang menjalankan usaha mikro
dan kecil, vang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarken Peraturan Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungsn dengan usaha,
pekerjaan, kepemiliken, atau penguasaan di antara
pihak-pihak yang bersanglutan;
Warisan;
harta termasuk seroran tunai yang diterima oleh
bhadan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 2 ayat
{1} huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai
pengganti penyertasn modal;
penggantian atau imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa wvang diterima atau diperoleh
dalam bentuk naturg dan/atan kenikmatan dari
Wajib Pajak atsu  Pemerintah, kecuali yang
diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak vang
dikenakan pajak secsira final atau Wajib Pajak vang
mengsunakan norma  penghitungan  khusus
{deemad profif) sebagaimana dimaksud dalam Fasal
15; : .
pembayaran dari perusabaan asuransi kepada
orang pribadi schubungan dengan asuransi
kesehatan,  asurans. kecelakasn, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
dividen atau bhaglan laba yang diterima aian
diperoleh perservan terbatas sehagad Wajib Pajak
dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara,
atau badan ussha mililr daerah, dari penyertaan
modal pada badan usaba yang didirikan dan
bertempat keducukan di Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal ' dari cadangan laba yang
ditahan; dan
2. bagi perservan terbatas, badan usaha milik
negara dan badan usgha milik daerah yang
menerima dividen, kepemilikan saham pada
badan vang memberikan dividen paling rendzh
25% fdva pulub lima persen} dar: jumlah modal
yvang disetor;

g. iaran ...
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juran yang diterima atau diperoleh dana pensiun

vang pendiriannya telah  disabkan Memntern

Keuangan, baik yang dibavar oleh pemberi kerja

maupun pegawag; :

penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana

pensiin sebageimana dimaksud pada hurul g

dalamm bidang-hideng tertsnin yang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan,;

bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota

dari perseroan komanditer yang modalnya tidak

{erbagi atas saham-saham, persekutuan,

perkumpulan, firma, dan  kongsi, termasuk

pemegang ' unit penyvertaan Kontrak investasi
kolektif;

dihapus;

penghasilan  yang = diterima  atau  diperoleh

perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari

badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha - atau Kkegiatan di Indonesia,
dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan  perusataan  mikro,  kecil,
menengah, atsu yang menjalankan kegiatan
dalam sektor-sekior usaha yang diatur dengan
atau . berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan; dan

2. sahamnya tdak diperdagangkan di bursa elek
di Indonesia; :

heasiswa vang memenuh: persyaratan iertentu

yang ketentuannya diztur lebih lanjut dengan aiau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

sisa lebih yang diterima atsu diperoleh badan atau

lembaga mnirlaba yang bergerak dalam bidang

pendidikan dan/atan  bidang peneliian  dan
pengembangan, yvang telah terdaftar pada instansi
vang membidanginya, yeng ditanamkan kembali
dalam bentuk sarena dan prasarana kegiatan
pendidikarn dan/atan penelitian dan

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

jempat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih

tersebut, vang ketentuanvya diatur lebih lanjut
dengar atau Dberdasarkan Peraturan Menteri

Kenangan, dan

1. bantuan ...
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bantuan atau santanan vang dibayarkan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib
Pajak tertentu, vang ketentuannye diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

5. Keteninan Pasal 6 ayat (1} huruf a, huruf e, huruf g, dan
huruf b diubah dan ditambah 5 (lima) haruf, yakni huruf i
sampai dengan huruf m, serta ayat (2] diubah sehingga Pasal
& berbunyi sebagai berkut:

{1}

Pasal 6

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak
dalare negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarken penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapaikan, menagih. dan memelihara penghasilan,
termasuk:

a.

biaya yang secara langsung atau tidak langsung

berkaitan dengan keglatan usaha, antara lain:

t. biaya pembelian bahan;

2. biaya berkenasn dengean pekerjaan atau jasa
termasuk upsh, gaji, honorarium, bonus,
gratifikasi, dan’ tunjengan yang diberikan
dalam bentuk nang;

3. bunga, sews, dan rovelti;

4, ‘biaya perjalanan;

5. biaya pengolaban Hmbah;

. premi asuransi;

7. blaya promosi dan penjualan vyang diatur

dengan atau berdasarian Peraturan Menteri
Keuangan;
8. biaya sdministrast; dan
.  pajak kecusk Pajak Penghasilan;
penyusutan atas pmgﬁzlummw_ untuk mempercleh
harta berwujud den amoriisasi atas pengeluaran
unfuk memperoleh hek dan atas biaya lain yang
mempunyai mage manfaat lebih dari 1 (satu) tabun
sebagaimana diraisud dalam Pasal 11 dan Pasal
114; _
inran kepada dsra’ pension yang pendiriannya
telah disahkan cleh Menteri Kevangan;

d. kerugian ...
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kerugian karema penjualan atau pengalihan harta

yang dimiliki dan digunekan dalam perusahaan

atau yang dimilild untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan;

kerugian selisih kurs mata uang asing;

biaya penelitian dan pengsmbangan perusahaan

vang dilakukan di Indonesia;

biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

piutang vang nyata-nyaia tidak dapat ditagih

dengan syarat:

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan
laba rugi kemersial;

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang
yang tidak dapat ditagih kepada Direktorar
Jenderal Pajak; dan

3. telah | disershkan perkars penagihanmya
kepada Pengadilan MNegeri atau instansi
pemerintah vang imenangani piutang negara;
atau adanya perjanjian tertulis mengenai
penghapusan  piatang/pembebasan  utang
antara kreditur dan debitur yang
bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam
penerbitan wnnm atau khusus; atau adaiya
pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah
dihapuskan uniik jumlah utang tertenty;

4, gvarat’ scbhagaimana dimaksud pada angka 3
tidak berlaku unituk penghapusan piutang tak
tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayeai (1) huruf k;

yang pelaksanzannya dictur lebih lanjut dengan
atau berdasarken Feraturan Menteri Keuangan;
sumbangan  dalam rangka  penanggulangan
bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemeriniah;
sumbangan dalam  rangka peneliian  dan
pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang
ketenituannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
biaya pembangunan infrastruktur sosial yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. sumbangan ...
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m. sumbangan dalam ranglkm pembinaan olahraga
vang ketentuannys @ diagar dengan Peraturan
Pemerintah: : :

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian,

kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan -
mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai
dengan 5 {lima} tahun.

Kepada orang pribadi sehagai Wajib Pajak dalam negeri

diberikan pengurangar berupa Fenghasilan Tidak Kena

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. :

Ketentuan Pasal 7 diubah szhingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut: :

(3)

Pasal 7

Penghasilan Tidak Kena: Pajak per tabun diberikan -

paling sedikit sebesar: ; '

a. ERpl5.840.000,00 {lima bslas juta delapan ratus
empat puluh ritu  rupieh) untuk diri Wajib Pajak
orang pribadi; :

b. Rpl.320.000,00 (sata juta tiga ratus dua puluh
ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak veng
kawin;

c. Rpl5.840.000,00 (Hma belas juta delapan rawus
empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang :
isteri yamg penghasilannya digabung  dengan
penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 8 ayat {1); dan

d. Epl.320.000,00 {sstu juia tiga ratus dua puluh
ribu rupiah) tambaban  untuk setiap anggoia
keluarga sedarsh dan keluarga semenda dalam
garis keturunan hirus serta anak angkat, vang .
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3
(Hga) orang untuk setiap keluarga. E

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat .

{1} ditentukan cleh keadaan pada awal tahun pajak atau

awal bagian tahun pajak, : '

Penyesuaian besarnys Pénghasilan Tidek Kena Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan -

Peraturan Menteri XKeuangan  setelah dikonsultasikan

dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan ...
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7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2] sampai dengan ayat (4) dan
Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikuti: :

{1)

@

(3)

(4)

Pasal 8

Selurnh penghasilan ataun kemugian bagl wanita yang
telah kawin pada awal tshun pajak atau pada awal
bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yeang
berasal dari tahun-tainin  sebelumnya yang belum
dikompensasikan sebagaimane dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dianggap scbegai penghasilan atau kerugian
suaminya, kecuali penghesilan tersebut semata-mata
diterima atau diperoleh dari 1 {satu) pemberi kerja vang
telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21
dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan
usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota
kelnarga lainnya,

Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah

apabila: '

a. suami-isteri telah bhidup berpisah berdasarkan
putusan hakim; '

b. dikehendski secaral tertulis olek  suami-isteri
berdasarkan perjenjian pemisahan harta dan
penghasilan; atau

c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk
menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya
sendiri.

Penghasilan nefo suami-isteri sebagaimana dimaksud
pada avat {2} huruf b dan huwmuf c dikenai pajak
berdasarkan penggabungan peaghasilan neto suami-
isteri dan besarmya pajak vang harus dilunasi cleh
masing-masing = suami-isteri dihitung sesuai dengan
perbandingan penghasilan neto mereka.

Penghasilan anak veng belum dewasa digebung dengan

penghasilan orang tvanya.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1] huruf ¢, hiuraf e, dan huruf g serta
Penjelasan huruf £ diubal sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut: '

Pasal 9 ...
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Tande bukt dan tenggal pengiriman sarat untok
penyampeian | Surat  Pemberitahusn  scbagaimana
dimeksud pada ayvat (..’?. dmnmp %hagm tanda bukti
dan tenggal = pencsiranan stpanjang Surst
Pembaritahuan; tersebut teiah lengkep.

7. Ketentuan Pasel 7 diubeh schingga berbunyl sebagai

Abn:rilmt:

Pasal 7

(1) Apabila Surat Femberitaiuan tidak disampaikan dalam

(@)

jengka waktu sebagaimane timaksud delam Passl 3
ayat (3) atau batas waleu perpanjangan penyampaian
Surat Pemberitahuan . sebegeimans . dimaksud dalam
Pasal 3 ayat {4), dikenai sevks! administrasi berupa
denda sebesar (RpS509.000,00 (Ema ratus ribu rupiah)
untuk Suret Pemberitéhuarn Kasa Pajak Pertambahan
Nilai, Rp100.000,00 (wmm ribu rupdah} untuk Surat
Pemberitahuian; :Mase lsinnys,  dan scbesar
Rp1.000.000, {satu  juate - rupinh) untuk Surat
Pembaritahuan| Tahuhen Pejak Penghasilan Wajib
Pajak badan - sebesar RplO0000,00 (seratus ribu
rupigh) uniuk |Surat Pemberitabusn Tehunan Pejalk
Penghasilen Waiib Pejak orang pribadi.
Pengenaan sanksi  administrasi  berupa  denda
sebagaimana dimaksud pada syat [1) tdak dilalukan
terhadap: ;
. W&pb ?sgak orang pribadi yang telah meninggel
B. W&be Pajal ocrang prbadi yang “sudah tidak
melalukon Kegiatan usaha atan pekerjaan bebas;
¢. Wajib Pajak!orang pribedi yang berstatus scbegal
warga negara - asivg veng tidek tinggal legi di
Indonesis;
¢, Benfuk Gsal‘ia Tetap yang m&ak melelukan kegiatan
lagt di Indo:
e. Wajib Pa;aki g tidel melakukan Lkegiatan

useha, lagi tetapi belum dibubarkan sesual dengan
ketentuan yang bedaku

_ f. Bendahara , . .




f. Bendahars Hidple mﬁhﬁ.kukma perabayaran lagi;

g Wajib Pajsk yang terkena bencana, yang
ketentuannye diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan; steu

h. Wajib Pajak lain yang diany dengan atau
berdasarkar] Peraturan Menterl Kevangan,

8. Keientuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi scbagai

beriloat:

{1}

(12)

(2g)

Pasal 8

Wajib Pajak | denggn  kemauan  sendii  dapat
membetulitan | Surat . Pemberiishusn  yang  telah
disampaikan dmgaﬂ meryampaikan  pemystaan

tertulis, dengar syarat Direlctir Jenderal Pajak belum
melakukan hncﬁakan pémeriksaan.

Dalam  hal pembetmian . Burat  Pernberitahuen

sehagaimaria dxmaksud pads, ayat (1} menyatakan rugi
atsu lebih bayar, pembetulsn Suwes: Pemberitahuan
harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum
daluwarsa pcnciapan

Dalam hal Wajib P&j&%ﬁ mmnb@nﬂmn sendiri Surat
Pemberitahuan i’I‘ahunm:x yang mengakibatkan utang
pajak menjadi lcl:nh besar, képadanya dikenal sanksi
administrast bcmpa bunge sebesar 2% (dua persen) per
bulan atas jumlah pajuk yang doureng dibayar, dihitung
scjak saat penyampamn Surar Pembesitahuan beralchir
sempai dengan' t&ng:gai perbayaran, dan begian dari
bulan dihiteng penuh I {setu} balan,

Dalam bal Wajib Pajals membetalken sendiri Suret
Pemberitahuan Mass yeng mengakibaikan atang pajak
menjedi lebih . besar, lepadenye dikenal sanksi
administrasi berupa bunga sebiesar 2% (duaa persen) per
buian atas jumlah pajak yang oarang dibayar, dihitung
sejak jatuh tempo pembayaran sampei dengan tanggel
pembayaran, dan bag:an dari: bzﬂan dihitung penuh 1
(satu} bulan.

{3) Walaupun . ..




Departemen Keuangan Hepublik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Standard Gperaiing Procedures

TATA CARA PEMERBITAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STDP)
8i : Normor : B00O3
gal : 071172007 Halaman : 1 dari 5

eskripsi :
osedur operasi ini menguraikan tata cara penerbitan Surai Tagihan Pajak (STP) yang
ikan berasal dari hasil pemeriksaan. STP merupakan surat untuk melakukan tagihan

jak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga den/atan denda.

asar Hukuom :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomer & Tahan 1933 tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/P1.41/1993 tentang Perubahan
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14/PJBT5/1985 tanggal 8
Maret 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pepgeluaren Surat Tagihan Pajak Pajak
Penghasilan m
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/FJ).24/1995 tanggal 3 Pebruari
1995 tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
s.t.d.d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 18/PJ.24/1995

wat Edaran Terkait :
Surat Edaran Direktor Jenderal Pajak Nomer SE-41/PJ.41/2001 anggal 13 November
2001 tentang Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STF) Pajak Penghasilan Pasal 25

hak yang Terkait :
Kepala Seksi Pelayanan
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Accounts Representatives

Pelaksana Seksi Pelayanan



Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Standard Operating Procedures

TATA CARA PENERBITAN
SURAT TAGHHAN PAJAK (STP)
51 : ‘N(}m@r : B003
gal : 07/11/2007 Halaman : 2 dari 5

wmulir yang Digunakan :
dak ada

skumen yang Dihasilkan :
Nota penghitungan
Surat Tagihan Pajak

-osedur Kerja :

Berdasarkan data pembayaran, pelaporan, PBE, penundaan jatuh tempo, dan
penundaan ditelak, sistem menghasilkan data sanksi-sanksi yeng akan diterbitkan STP
sesuai dengan ketentuan yang merigatu_r tentany dasar penerbitan STP.

Accounts Representatives memilih kasus yang akan diverbitkan STP, menginput data
STP, dan mengirimkannya ke manajemen kasus. .

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi nie-neiit% dan melakukan persenijuan
(approve) penerbitan STP.

STP kemudian diproses oleh sistem.

Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak STP
yang telah disetujui. |

Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan 3TP dan menyampaikannya ke
Kepala Seksi Pelayanan.
Kepala Seksi Pelayanan menandatangani STP veng sudah dicetak.
Proses dilanjutkan ke SOP nomor Tata Cara Penatzusahaan Dokumen Wajib Pajak
dan SOP tentang Tata Cara Penyampaiéan Dommen di KPP.

Selesai.



Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Standoerd Operating Procedures

TATA CARA PENERBITAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
5i Nomor : B003
gal : 07/11/2007 Halaman : 3dan 5

oka Waktu Penyelesaian :

ng lama 3 (tiga) hari sejak pemresesan 3TP dimalai




Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jemderal Pajak

Standard Gperating Procedures
TATA CARA PENERBITAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (8TD)

s1 Nomor B003
‘gal : 07/11/2007 Flalaman 4 dari 5
igan Arus (Flew Chart) :
\ CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (81F)
: | Kepala Seksi .
Waiib Pajak Pelgksana Seksi Accountsl‘ Pengawasan dan Kepala Seksi
elayanan Represeniatives Kansultasi FPelayanan
( PAukai 13
Data samg;: o
sanksl vang (
akan
ditarbitkar
.
Memiih hasus |, %
meenginpat data Menelit d s % fuk
BLSCCTI B Bt o i
manaiemen Baous |
Menoetak Surat
Tagihan Pajek
(57P)
|
) \
Konsep STP _3"\ Menanda
tangan
T /
S
/5op e,
f Cura
{ Penatausaba 1™
‘Qp Dwumeﬂ/
5
OF T
5TP /S Cﬂr: E\
- { Per&ywnpmanj
| Deimmen d!
- e
g\ ! Selasal /)
Disahkan oleh ;

a.n. Direkiur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal




Departemen Keuzsgan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Standard Operating Procedures
TATA CARA PENERBITANM
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

sl : Momor : BOO3

rgal 1 07/11/72007 Halaman : 5dari 5
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TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAUAN SPT TAHUNAN/e-SPT
TAHUNAN

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SFT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) dengan cara SPT dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang telah ditulis dengan
Nama Wajib Pajak, NP'WP, Tahun Pajak, dan Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih
Bayar), serta Nomor Telepon yang dapat dibhubunai daa menyerahkannya kepada Petugas
Penerima SPT di Tempat Pelayanan Terpadu {1FT} atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop
Box.

2. Petugas Penerima SPT meneriraa amplop tertwiup vang berisi SPT Tahunan/e-SPT
Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak vang tidak terdaftar di wilayah
kerja KPP di mana TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Dwop Box tersebut berada, dan
langsung memberikan Tanda Terima SPT kepada Wajib Pajak tanpa didahului peaelizian
atas kelengkapan SPT.

3. KPP yang menerima SPT Wajib Pajak selain yang terdafiar di KPP tersebut,
mengirimkan SPT Wajib Pajak ke KPP di tempat Wajib Pajsk terdaflar dengan
menggunakan Surat Pengiriman SPT per KFPF Tempat Wajib Pajak Terdafiar dan
melampirkan Daftar Nominatif Peagiriman SPT paling lambat dalam jangka wakta 10
(sepuluh) hari, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka wakiu 3
(tiga} hari sejak SPT diterima.

4. KPP melakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka wakex 2
(dua) bulan setelah SPT diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), kecuali
untuk SPT Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
Apabila berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunar/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak
lengkap, terhadap Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT
Tahunan/e-SPT Tahunan.

5. Atas permintaan kelengkapan SPT tersebut, paling lamabat 30 hari sejak tanggal Surat
Permintaan Kelengkapan SPT, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT
Tahunan/e-SPT Tahunan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya
kepada Petugas TPT.

6. Petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT yang diminta, selanjumya
mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.

7. Apabila sampai batas waktu 30 hari sejak tanpyal Surat Permintaan Kelengkapan SPT
Tahunan/e-SPT Tahunan telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan
kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidek dissmpaikan dan kepada Wajib Pajak
dikirimkan surat pemberitahuan vang menyamkm bﬁhwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan
dianggap tidak disampaikan.

8. Terhadap SPT yang telah dilakukan: penelitisn dan dinyatakan lengkap, dilakukan
perckaman SPT Lengkap pada menu penerimaar SPT dan dilanjuikan dengan perekaman
detil SPT pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat deeml Pajak.

9. Jangka waktu perckaman SPT dltetapkan paling lambat I (satu) bulan sejak SPT Lebih
Bayar (LB) diterima lengkap atau 3 (tlga) bulan se_mk SPT Kurang Bayar (KB)YNihil {(N)
diterima lengkap.
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